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B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Taanggungan Atas Tanah berserta
Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Nasional.
Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Perumahan
Peratruan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
Peratruan Pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha dan Hak Guna
Bangunan dan Hak pakai Atas Tanah

Peratruan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah



Peratruan Pemerintah nomor 24 tahun 2016 tentanag Peraturan Jabatan Pembuat Akta
Tanah.

Peratruan Pemerintah nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Mentri Agraria nomor 11 tahun 1961 tentang Bentuk Akta

Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2016 tentanag Peraturan Jabatan
Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 1999
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2016 tentanag
Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.

Peraturan kepala BPN nomor 1 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Kepala BPN RI nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997.
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